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1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
   

Ibu, Bapak dan hadirin yang saya hormati. Sebelum persidangan 
dimulai, kami menyampaikan berita duka bahwa salah seorang senior 
kami, senior kita, Profesor Natabaya, Mantan Hakim Konstitusi Periode 
Pertama telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Oleh karena 
itu, sebelum sidang dimulai, sebelum sidang saya buka. Kami mohon 
hadirin untuk hening sejenak beberapa detik, untuk mendoakan beliau 
sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga arwah beliau 
mendapat tempat yang layak di sisi Yang Maha Esa. Kita mohon untuk 
hening sejenak selama beberapa detik, kita mulai. Selesai, terima kasih. 
Sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. 

 
 
 

Assalamualaikum wr. wb., om swastiastu, selamat pagi, salam 
sejahtera. Pagi ini, kita masih akan melanjutkan sidang pemeriksaan 
pendahuluan. Kali ini untuk 11 permohonan yang kita jadikan 1 sampai 
dengan pukul 12 ...  saya kira kurang lebih pukul 12.30 WIB pagi ini 
sampai siang ini. Yaitu, yang pertama, yang berkait dengan Provinsi 
Sumatera Barat, Perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
Partai Nasdem, Perkara 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai 
Persatuan Pembangunan, Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, Perkara 232-07-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya, Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara 51-14-
03 Partai Demokrat. Berikutnya yang menyusul untuk Kalimantan Timur, 
Provinsi Kalimantan Timur Perkara Nomor 118-12-23/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, Perkara 182-04-23/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 218-07-
23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Beringin Karya, Perkara Nomor 64-
14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat Perkara Nomor 140-
09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Persatuan Indonesia, Perindo. 
Tapi sebelum kita memulai persidangan, saya persilakan terlebih dahulu 
kepada Para Pemohon untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Perkara 
Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem, silakan! 
siapa yang mewakili? 

 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.07 WIB 
 

KETUK PALU 3X 
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2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-05-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI 

 
  Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 
3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumussalam wr. wb. 
 
4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI 
 
  Kami dari Partai Nasdem, saya sendiri Ibrani, S.H. 
 
5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Sendiri Pak, ya? Ya, baik. Dari Partai Persatuan Pembangunan 
Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? 

 
6. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 
7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumussalam wr. wb. 
 
8. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 

Kami dari Partai Persatuan Pembangunan, nama saya Angga Brata 
Rosihan didampingi dengan 2 rekan saya, Agung Prabowo dan Tantri 
Maulana. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Baik, terima kasih. Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
Partai Amanat Nasional? 
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10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARDISON 

 
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya 

Haji Mardison Basir dari Kabupaten Pesisir Selatan sebagai perseorangan 
dari Partai PAN Nomor Urut 4. 

 
11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, baik. Terima kasih.  
 
12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  Satu lagi, Yang Mulia. 
 
13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Oh ada, masih dari PAN, ya? 
 
14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  Ya. 
 
15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Kenapa duduknya berjauhan? Oh ... ya, ya, ya, silakan, silakan! 
Ndak apa-apa. 

 
16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 

Saya dari Partai Amanat Nasional, RA. Shanti Dewi Mulyaharjani 
untuk Agam IV DPRD. 

 
17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Agam? Oh ya. Kemudian, dari Partai Berkarya? Oh belum datang. 
Kemudian, dari Partai Demokrasi Perjuangan, Perkara Nomor 73-03-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! 

 
 



 

4 

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
 
19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumussalam wr. wb. 
 
20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kami Kuasa Hukum Pemohon Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, yang hadir hari ini sebelah kiri saya, Alvon Kurnia 
Palma. Di belakang ada Paskaria Tombi, dan saya sendiri Tanda 
Perdamaian Nasution. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Baik, yang terakhir ... berikutnya Perkara Nomor 51-14-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat! 

 
22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Assalamualaikum wr. wb. 
 
23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumussalam wr. wb. 
 
24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Kami dari Partai Demokrat Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, nama saya Yandri Sudarso kemudian di sebelah saya. 

 
25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI 
 
  Agatha A. Lidyawati Rafli. 
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26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
  Demikian. Assalamualaikum wr. wb.  
 
27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Waalaikumussalam. wr. wb. Untuk dari Kalimantan ini ... apa dari 
Perkara 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada yang hadir? Apa 
belum? Dari … untuk Pemohon dari Kalimantan Timur apa sudah 
dipanggil sekalian? Belum, ya? Belum. Ya, ndak maksudnya pagi ini 
belum? Ya, baik. Dengan demikian untuk kloter Provinsi Sumatera Barat 
sudah semuanya, ada 1 yang hadir dari Partai Berkarya. Saya persilakan 
kepada Termohon untuk memperkenalkan diri! 

  
28. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 
  Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
 
29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumussalam wr. wb. 
 
30. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ALFARISI 
 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari 
Termohon KPU RI, hadir Prinsipal kami dari bagian Sekretariat KPU RI, 
Bapak Dedi Maulana. Kami selaku Kuasa Hukum dari kantor Ali Nurdin 
and Partner, untuk Permohonan Register 125-12-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional dan register 232-07-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk permohonan dari Partai Berkarya. 
Saya sendiri, Muhammad Alfarisi, hadir bersama rekan saya, Bapak 
Rakhmat Mulyana. Untuk rekan-rekan dari kantor Kuasa Hukum yang 
lain, silakan! 

 
31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, silakan! 
 
32. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT 
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati, Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati pula rekan-rekan dari 
Pemohon maupun Kuasa Hukumnya, termasuk pula Pihak Terkait, yang 
kami hormati. Perkenalkan, kami dari kantor hukum Nurhadi Sigit Law 
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Office, kami dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum KPU RI dalam perkara 
yang diajukan oleh Partai Demokrat, Partai PPP, dan Nasdem. Saya 
sendiri, Taufik Hidayat bersama rekan saya Muhammad Ulin Nuha, 
sebelah kiri saya. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Baik. Terima kasih. Masih ada? Ya, silakan! 
 
34. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.  
 
35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumsalam wr. wb. 
 
36. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 

Perkenalkan, nama saya Imam Munandar. Saya dari kantor Hicon, 
yang dalam hal ini kebetulan sebagai Kuasa Hukum KPU RI, khusus 
untuk nomor Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
PDIP, Sumbar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 

 
37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Waalaikumsalam wr. wb. Masih ada? Cukup? Dari Termohon 
sudah. Dari Pihak Terkait, silakan! Siapa yang terlebih dahulu mungkin? 

 
38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL  
 
   Assalamualaikum wr. wb.  
 
39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya, Waalaikumsalam wr. wb. 
 
40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL  
 

Kami dari kantor Miko Kamal and Associates, mewakili Pihak 
Terkait, Partai Amanat Nasional. Yang hadir pada hari ini saya sendiri, 
Miko Kamal, didampingi oleh Hendra Ritonga, kemudian Muhammad 
Taufik. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb 
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41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Untuk perkara nomor berapa, Pak? 
 
42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL  
 

Untuk Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Majelis. 

 
43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari partai? 
 
44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL  
 
  Amanat (…) 
 
45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  PDIP? 
 
46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL  
 
  Pemohonnya PDIP. 
 
47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya. Baik. Terima kasih. Masih ada? Silakan! 
 
48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUJONO  
 
  Assalamualaikum wr. wb.  
 
49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumsalam wr. wb. 
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50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125-12-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUJONO  

 
Kami dari Kuasa Pihak Terkait, Partai Persatuan Pembangunan, 

dalam Perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Yang 
hadir saya sendiri, Imam Sujono, di belakang saya, Riyanto. Terima 
kasih, Yang Mulia. 

 
51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Baik. Terima kasih. Silakan, selanjutnya! 
 
52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I WAYAN SUDIRTA  
 
  Assalamualaikum wr. wb.  
 
53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Waalaikumsalam wr. wb. 
 
54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:  I WAYAN SUDIRTA  
 

Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya.  
Kami dari PDI Perjuangan, dalam Perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Kami hadir berdua. Saya sendiri, Wayan Sudirta. 
Rekan kami yang satu lagi, Pilipus Tarigan. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Baik. Terima kasih. Masih ada dari Pihak Terkait? Rasanya sudah 
semua. Baik. 

 
56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: I WAYAN SUDIRTA  
 
  Dalam Perkara Nomor 51, mungkin rekan saya. 
 
57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Oh, ada? 
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58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: I WAYAN SUDIRTA  
 
  Berbagi, berbagi. 
 
59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Silakan! 
  
60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN  
 
  Ya. Selamat pagi, Yang Mulia dan rekan semua. 
 
61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Selamat pagi. 
 
62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN  
 

Kami dari Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 
Pihak Terkait dari PDI Perjuangan. Saya, Pilipus Tarigan dan Pak Wayan 
Sudirta. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Bapak untuk Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019? 

 
64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN  
 
  Ya. Yang Mulia. 
 
65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Dari Partai Demokrat, ya? 
 
66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. PILIPUS TARIGAN  
 
  Partai Demokrasi Indonesia melawan Partai (…) 
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67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya. Yang Perkara Nomor 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu 
Partai Demokrat, ya kan? 

 
68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. PILIPUS TARIGAN  
 
  Baik. 
 
69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Bapak Pihak Terkaitnya, dari PDI Perjuangan. Ya, baik. Terima 
kasih, semua. Kemudian dari Termohon sudah, Pihak Terkait sudah, 
tinggal dari Bawaslu, siapa yang hadir? Di … dipencet dulu, Pak. Ditekan. 
Bagaimana nih, Petugas? 

 
70. BAWASLU RI: BACHTIAR 
 
  Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 
71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya. 
 
72. BAWASLU RI: BACHTIAR 
 
  Dari Bawaslu, Bawaslu Sumbar, yang hadir Surya Efitrimen.  
 
73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya. 
 
74. BAWASLU RI: BACHTIAR 
 

Kemudian, Ibu Nurhaida Yeti. Kemudian, Alni, dari Sumatera 
Barat. Kemudian dari Kalimantan Timur, M. Ramli. Kemudian Ebin Marwi, 
dan saya sendiri dari Bawaslu RI, Bachtiar. Terima kasih, Yang Mulia. 

 
75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Baik. Terima kasih. Semuanya sudah memperkenalkan diri. 

Kesempatan kemudian akan saya berikan kepada Para Pemohon untuk 
menyampaikan pokok-pokok permohonannya, mulai dari Partai Nasdem, 
Perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan, 
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disampaikan pokok-pokoknya saja. Tidak perlu dibaca semuanya karena 
kita semua sudah menerima yang tertulis, dan yang dibaca adalah 
permohonan untuk perbaikan yang terakhir, yang tidak melewati 
tenggang waktu. Kami sediakan waktu maksimal 10 menit. Silakan, 
Bapak! 

 
76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari Partai Nasdem Nomor 
196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan ini bukan menyampaikan 
permohonan, Yang Mulia, tetapi pencabutan justru, Yang Mulia. Izinkan 
kami bacakan, Yang Mulia. 

Perihal Penarikan Berkas Permohonan Perkara Sengketa PHPU 
Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Kota Padang I. 
Kepada Yang Terhormat, Yang Mulia Majelis Hakim. Dengan ini kami 
mengajukan Surat Penarikan Permohonan Perkara Sengketa PHPU 
Nomor 219 Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Kota Padang 1 
dari Partai Nasional Demokrat dengan Nomor AP3/820503/AP3/DPR … 
DPRD/PAN/MK/2019 dan Nomor ARPK/1960503/PHPU/DPR/DPRD/2019. 
Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat kami kuasa Pemohon 
Regina Sultan, Eni Mariani, Ibrani, Rahmat Taufik. Demikian, Yang Mulia. 

 
77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Baik. Terima kasih. 
 
78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI 
 
  Assalamulaikum wr. wb. 
 
79. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Waalaikumsalam wr. wb. Jadi, secara resmi di hadapan 
persidangan maupun melalui surat permohonan ini dicabut, Pak, ya? 
Mohon dicatat Panitera dan silakan diambil suratnya.  

Ya, baik. Terima kasih. Kemudian dari ... selanjutnya kalau begitu 
dari Partai Persatuan Pembangunan. 

 
80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI 
  
  Izin, Yang Mulia. 
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81. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya? 
 
82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 196-05-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBRANI 
 

Karena kami mencabut perkara izinkan kami meninggalkan lokasi, 
Yang Mulia.  

 
83. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Baik. Terima kasih, Pak. Silakan. 

 Ya. Banyak yang dibuat bahagia oleh Bapak kali ini. Ya, terima 
kasih. Ya, silakan, dari Partai Persatuan Pembangunan itu sama seperti 
tadi maksimal 10 menit, Pak. Yang tidak perlu dibaca semuanya. Silakan. 

 
84. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Persatuan 
Pembangunan langsung kami bacakan pokok permohonan. Persandingan 
Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon untuk 
Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat II.  

Partai Persatuan Pembangunan menurut Termohon memperoleh 
suara=16.856. Menurut Pemohon=16.920. Selisih 64 suara.  
Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai 
berikut.  
1. Bahwa pada hari pemungutan suara telah terjadi kekurangan 

perolehan suara Pemohon di TPS 003 ... 03 Kampuang Parik, Nagari 
Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang 
Pariaman 102 pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat memilih. 
Karena surat suara tidak mencukupi. Termohon sendiri tidak dapat 
mencarikan surat suara tambahan sesuai dengan jumlah DPT, 
sehingga 102 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih dikarenakan 
kekurangan surat suara sebagaimana yang terdaftar di DPT. Dari 13 
orang tersebut 8, di antaranya adalah sebagai penyelenggara dan 
petugas keamanan dan ketertiban masing-masing M. Isnain Ketua 
KPPS dan yang lain-lain (vide bukti P-3 sampai dengan P-8.). 
Poin 2, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Poin 3 juga kami anggap 
dibacakan.  Poin 4 kami anggap dibacakan. Poin 5 kami anggap 
dibacakan. Langsung ke petitum, Yang Mulia.  
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Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut. 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan DPR dan DPRD 
yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 
2019, pukul 01.46 WIB dalam pemilihan Dapil Sumbar II.  

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan 
suara ulang di TPS 03 Kampuang Parik Nagari, Kudu Ganting, 
Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi 
Sumatera Barat. 

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon ... 
untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Pemilihan Sumatera 
Barat II berdasarkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 03 
Kampuang Parik Nagari, Kecamatan V Koto, Kabupaten Padang 
Pariaman.  

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 
putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. M. Hadrawi Ilham, Angga 

Brata Rosihan, Tantri Maulana, Agung Prabowo. Terima kasih, Yang 
Mulia. 

  
85. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Baik, terima kasih. Ya, itu Kampuang Pariak itu, memang 
tulisannya Parik, ya? 

 
86. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Parik. 
 
87. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Tapi bacaannya Pariak, gitu, ya? 
 
88. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Pariak. 
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89. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ah, ya. Indah kalau mendengar bahasa Minang itu. Terima kasih. 
 
90. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Terima kasih. 
 
91. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ada catatan dari kami berkenanan dengan permohonan Bapak itu. 
Pada rujukan bukti di uraian kedudukan hukum itu, Anda menyebut di 
situ alat bukti yang tercantum adalah Keputusan KPU Nomor 59 yang 
dirujuk di dalam uraian itu. Namun, di bukti fisiknya yang Anda rujuk itu 
yang Anda sertakan ternyata keputusan KPU Nomor 58. Jadi, nanti 
mohon ditambahkan bukti fisik itu, ya? 

 
92. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Baik, Yang Mulia. Kami tambahkan nanti.  
 
93. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ada ... tidak ada renvoi selain itu? 
 
94. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Tidak ada, Yang Mulia.  
 
95. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Tidak ada, ya? 
 
96. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Tidak ada, Yang Mulia.  
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97. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Tidak ada, ya. Baik, terima kasih. Jadi, setelah kami verifikai 
bukti-bukti yang Anda ajukan selain yang tadi itu dari ... Anda 
mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9, ya? Benar, ya? 

 
98. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
  
  Betul, Yang Mulia.  
 
99. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya, telah kami verifikasi, kecuali yang tadi itu nanti mohon 
disesuaikan. 

 
100. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Baik. 
 
101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Jadi, bukti saya sahkan. 
 
 
 
102. KUASA HUKUM PEM0HON PERKARA NOMOR 104-10-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANGGA BRATA ROSIHAN 
 
  Terima kasih, Yang Mulia.  
 
103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke permohonan 
selanjutnya dari Partai Amanat Nasional. Kami mohon kesediaannya, 
Yang Mulia, Pak Suhartoyo untuk … silakan, Bapak! Ya, dari Partai 
Amanat Nasional. 

 
104. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Bismillahirrahmaannirrahiim. Assalamuallaikum wr. wb. Yang 
Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Hakim. Perihal Revisi 
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

KETUK PALU 1X 
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Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPUKabupaten/V/2019. Yang 
bertanda tangan di bawah ini nama Mardison Basir bertindak untuk dan 
atas diri sendiri Calon Legislatif Nomor Urut 4 dari Partai Amanat 
Nasional (PAN) Dapil II Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Bayat … 
Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

 
105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya, langsung ke dalil-dalil saja. Itu sudah kami baca semua. 
 
106. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Terhadap kemisi … Komisi Pemilihan Umum … si … Komisi 
Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mana di Jalan 
Ilyas Yakub Nomor 39 Kabupaten Sumatera Barat. Selanjutnya disebut 
sebagai Termohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 
Anggota DPR, DPRD terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22/PK01BA/1307/KPUKabupaten/V/2019 tentang Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten … di tingkat 
Kabupaten Pemilihan Umum 2019 yang diumumkan secara nasional 
pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sebagai terkait. 

 
107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Langsung ke dalil-dalil, Pak. 
 
108. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Pokok-Pokok Permohonan. 
 
109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
110. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Permohonan Pemohon menyandingkan, menjelaskan selisih 
perolehan suara antara C-1 dan DAA-1 disertai alat bukti pada dapil yang 
dimohonkan dalam tabel sebagai berikut. Kabupaten Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat. Tabel Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota 
DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD 
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Kabupaten. P.1 TPS 7 Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan. Nomor 
1. Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten, Saudara Ermizen. Perolehan 
suara di DAA-1=3, C-1=0. Selisih=3. 

 
111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
   Sebentar, dibaca lagi coba ulang. Ermizen DAA-1? 
 
112. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  3. 
 
113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Bukan 43? 
 
114. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  3 … 3 suara. 
 
115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ini bapak renvoi atau Bapak baca yang lain ini? 
 
116. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Bukan. Saya (…) 
 
117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Yang ada di kami 43. Untuk si DA-1 nya Ermizen. 
 
118. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Ya. 
 
119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

C-1 nya 13. Yang Anda baca, yang mana? Apa mau merenvoi 
maksudnya? Diulang. 
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120. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 

 
  Ya sudah, saya bacakan dari awal kembali, Yang Mulia. 
 
121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Bagaimana? 
 
122. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Saya baca dari awal kembali. Pada TPS 7 Nagari Duku Kecamatan 
Koto XI Tarusan, nama (…) 

 
123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Di pertama itu dalil awal Anda itu TPS 3 Nagari Mandeh. Atas 
nama Ermizen DA-1=43, C-1=13, selisih=30. Yang Bapak baca yang 
mana? 

 
124. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Yang ini. Mohon maaf, Yang Mulia. TPS 3 Nagari Mandeh 
Kecamatan Koto XI Tarusan. 

 
125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
126. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Nomor 1 Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Saudara Ermizen, 
perolehan suara DAA-1=43. 

 
127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
128. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  C-1=13. 
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129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Betul. 
 
130. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Selisih=30 suara. 
 
131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
132. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

P.2 1. TPS 1 Nagari Sungai Nyalo, Kabupaten Koto XI Tarusan 
Nomor Urut 1 Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Saudara Ermizen, 
perolehan suara DAA-1=24, C-1=0.  

 
133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
134. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Selisih=24. P4.3 TPS 7 Nagari Dukuh Kecamatan (…) 
 
135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Enggak … TPS 6. Bukan 7. Bapak baca yang mana itu? 
 
136. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  TPS 6. 
 
137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  TPS 6 Nagari Dukuh? 
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138. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 

 
  TPS 6 Nagari Dukuh (…) 
 
139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Kecamatan Koto XI Tarusan. 
 
140. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Nomor Urut 1, Nama Calon Anggota DPRD Ermizen, perolehan 
suara DAA-1=3, C-1=0. 

 
141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Nah ini salah ini. 34 mestinya. Bapak baca permohonan yang 
perbaikan 23 … yang Bapak ajukan tanggal 29 Mei, Pak. Bukan yang 7 
Juli. Yang 7 Juli itu sudah lewat waktu 9 Juli, ya. 9 Juli 2019 yang Bapak 
ajukan itu sudah lewat tengang waktu. Jadi, kami juga tidak bisa 
mempertimbangkan lagi perbaikan yang sudah lewat waktu. 

 
142. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. Jadi, Bapak harus kembali kepada permohonan yang (…) 
 
144. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Awal? 
 
145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Perbaikan tanggal 29 Mei yang tadi, di TPS yang sudah 
disebutkan tadi, benar, tapi yang terakhir TPS 6 Nagari itu 34 C-1 
nya=1. Coba, kok jadi kemudian berubah ke 0 lagi, bagaimana? Nanti ini 
juga untuk Pemohon yang lain. Kalau sudah lewat waktu perbaikan, 
kemudian dipaksakan untuk disampaikan di persidangan, nanti enggak 
akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, Pak. Nanti Bapak cuma buang-
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buang energi di sini, karena kita dibatasi oleh hukum acara yang sangat 
ketat, dan itu juga yang sudah kami kirim kepada KPU dan Bawaslu, dan 
kepada Pihak Terkait. Jadi, permohonan yang mema … yang masih 
perbaikan permohonan yang masih tenggang waktu. Kalau yang Bapak 
punya itu yang 29 Mei yang ada registrasinya, Pak. Di registrasi Nomor 
125, yang tidak diregistrasi itu dianggap … kami anggap oleh Mahkamah 
Konstitusi dianggap tidak memenuhi persyaratan. Jadi, kalau Bapak 
masih firm dengan permohonannya, bacakan yang tanggal 29 Mei. Tadi 
sudah benar, Pak, tinggal yang ini tadi yang untuk (…) 

 
146. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Ya. 
 
147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Nagari Duku ini Bapak ber … berbelok ke mana lagi? Apa kembali 
ke permohonan yang … Bapak masih pegang dokumen enggak yang 
permohonan yang diajukan tertanggal 29 Mei, yang diterima Mahkamah 
Pukul 19.00 WIB? Masih pegang tidak? Kalau tidak, kami pinjami. 

 
148. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Tidak. Tidak, Pak. 
 
149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Pinjami Mas satu, Mas! 

 Ini yang sudah kami kirimkan kepada Para Pihak, Pak. Jadi, sudah 
dijawab sudah. 

 
150. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Terima kasih, Pak. 
 
151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Langsung Bapak ke halaman 3, 4.3 halaman 3, Pak. 
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152. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 

 
  4.3, Pak? 
 
153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
154. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan. 4.3 TPS 6 Nagari Duku, 
Kecamatan Koto XI Tarusan. Nomor Urut 1 Nama Calon Anggota DPRD, 
Saudara Ermizen, perolehan suara DAA-1=34, C-1=1, selisih 33. 
Selanjutnya, P.4.4 TPS 2 Nagari Siguntur Muda, Kecamatan Koto XI 
Tarusan, nama calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen, 
perolehan suara DAA-1=2, C-1=0 (…) 

 
155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  0. Ya. Selisih 2, Pak. 
 
156. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 

Selisih 2. Selanjutnya, 4.5 TPS 4 Nagari Duku Utara, Kecamatan 
Koto XI Tarusan, Nomor Urut 1 Nama Calon Anggota DPRD, Saudara 
Ermizen, perolehan suara DAA-1=4, C-1=0, selisih 4.  

Selanjutnya P.6. TPS 4 Taratak Sungai Lundang, Nomor Urut 1 
Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Saudara Ermizen, 
perolehan suara DAA-1=10, C-1-7, selisih 3.  

Selanjutnya, 4.7. TPS 7 Nagari Kampung Baru Korong Nan 
Ampek, Nomor 1 Calon Anggota DPRD kabupaten, Saudara Ermizen, 
perolehan suara DAA-1=15, C-1=5, selisih 10.  

Selanjutnya, 4.8. TPS 5 Nagari Kampung Baru Korong Nan 
Ampek, Nomor 1 Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten, Saudara 
Ermizen, perolehan suara DAA-1=4, C-1=3, selisih 1.  

Selanjutnya, 4.9. TPS 1 Nagari Mandeh, Kecamatan Koto XI 
Tarusan, Nomor Urut 1 Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten, Saudara 
Ermizen, perolehan suara DAA-1=16, C-1=6, selisih 10. Total selisih 117 
suara. 
2. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan bahwa  

terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain yang 
bernama, Saudara Ermizen, dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 
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7 di Dapil II Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebanyak 117 suara. 
Dikarenakan penggelembungan suara sebagaimana dapat dibuktikan 
dalam C-1 dan DAA-1 memiliki selisih yang signifikan, dimana 
seharusnya antara C-1 dan DAA-1 memuat angka yang sama. 
Selanjutnya, Termohon dalam … dalam putusannya Nomor 22/PK.01-
BA/1301/KPU.KABUPATEN/V/2019 tentang rekapitulasi … rekapitulasi 
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pemilihan 
umum 2019 menyebutkan bahwa perolehan suara yang diperoleh 
Saudara Ermizen ialah 1.790 suara. Bukti P-10. Maka, jika 
disandingkan dengan temuan Pemohon perihal selisih 90 suara yang 
digelembungkan oleh Saudara Ermizen, maka Saudara Ermizen 
seharusnya mendapat 1.673 suara. 

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon Yang Mulia 
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini 
dengan seadil-adilnya. 

V.  Petitum 
Berdasarkan seluruh uraian tersebut sebagaimana tersebut di atas, 

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut. 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pesisir Selatan Nomor 22/PK.01-BA/1301/KPU.Kabupaten/V/2019 
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 
Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019 khususnya perolehan 
suara Pemohon dan Saudara Ermizen selaku Pihak Terkait yang 
telah diumumkan secara nasional pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 
2019, untuk pemilihan anggota DPPD di Daerah Pemilihan 
Kabupaten Pesisir Selatan. 

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi perolehan ... 
bagi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di 
Daerah Pemilihan sebagai berikut. 
Nomor, Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten perolehan suara. 
Satu, Drs. Hj. Mardison Basir, perolehan suara=1.748. 
Dua, Ermizen perolehan suara=1.673 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir 
Selatan untuk melaksanakan putusan ini. 

5. Memerintahkan Saudara Ermizen salaku Pihak Terkait untuk 
mentaati keputusan ini. 

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Pemohon, Mardison 
Basir. Demikian, Yang Mulia. 
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157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Ya, baik. Bapak ini dari permohonan perseorangan sudah ada 
rekomendasi dari ketua umum dan sekretaris jenderal, tidak? Dari Partai 
PAN. Sudah ada belum, Pak? 

 
158. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Belum, Pak. 
 
159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Belum, ya? Kenapa tidak ada itu? 
 
160. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Tidak dikasih, Pak. Saya minta tidak dikasih, Pak, oleh partai. 
 
161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Baik, nanti Mahkamah akan pertimbangkan itu karena itu kan, 
merupakan satu kesatuan syarat untuk pengajuan permohonan yang 
merupakan syarat formal.  

Kemudian yang kedua, ini Bapak ini kalau dengan Pemohon yang 
tidak pakai lawyer harus lebih hati-hati karena dengan … apa ... 
penjelasan yang lebih sederhana, ya. Begini Bapak, kalau bahan yang 
Bapak … apa ... yang Bapak jalan itu yang Bapak … apa ... ajukan 
permohonan itu kan, mestinya di petitum, Bapak perhatikan petitumnya 
itu tadi yang Bapak baca (...) 

 
162. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Ya, betul. 
 
163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Itu Bapak tetap maunya seperti itu, apakah sebenarnya 
keputusan KPU yang tingkat nasional yang Bapak persoalkan. Supaya 
kami minta ketegasan supaya nanti apakah SK KPU yang Nomor 22 ini 
Kabupaten Pesisir Selatan ini ataukah SK KPU nasional yang Bapak 
persoalkan. 
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164. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-
DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 

 
  Terima kasih, Yang Mulia. 
 
165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Supaya dicatat, Pak.  
 
166. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. 
 
167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Jadi, bukan yang nasional, ya?  
 
168. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-

DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Bukan nasional. 
 
169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Oke, jadi ini kan, penting ini, krusial. Baik, karena ini juga merujuk 
ke kewenangan Mahkamah, Bapak juga merujuk Keputusan KPU Pesisir 
Selatan juga. Baik, kami juga sudah meminta ketegasan Bapak, kalau 
selebihnya mengenai bukti ini Pak Ketua, silakan! Oh, yang partai ada? 
Oh ya, Mbak, silakan! Maaf, ya. 

 
170. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-

DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. kami 
langsung ke pokok permohonan Provinsi Sumatera Barat untuk Dapil 
Agam IV. Kami langsung ke halaman 5. Persandingan perolehan suara 
partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten. 

Untuk Partai Amanat Nasional, perolehan suara menurut versi 
Termohon adalah=8.887, sementara untuk ... menurut Pemohon=8.914, 
sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 27 suara. 
Sementara untuk Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, 
perolehan suara menurut Termohon adalah=2.966, sementara untuk 
menurut Pemohon=2.964, sehingga terjadi penggelembungan suara 2 
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suara. Mengenai selisih suara di atas, menurut Pemohon karena telah 
terjadi pengurangan sua ... surat suara Partai Amanat Nasional sebagai 
... sebagaimana diuraikan di bawah sebagai berikut. 
Untuk TPS 15 Kelurahan Padang Tarok, Kecamatan Baso, suara C-1=22, 
suara DA-1=11, sehingga terjadi pengurangan suara 11 suara. 
Untuk TPS 01 Kelurahan Simarasok, Kecamatan Baso, suara C-1=34, 
suara DA-1=33, sehingga terjadi selisih pengurangan suara 1.    
Untuk TPS 12 Balai Gurah ... Kelurahan Balai Gurah, Kecamatan IV 
Angkek, suara C-1=5, suara DA-1=3, sehingga terjadi pengurangan 
suara 2. Sehingga kalau ditotalkan pengurangan suara adalah 15.  

Sementara untuk penambahan suara Partai Persatuan 
Pembangunan, TPS 01 Kelurahan Simarasok, Kecamatan Baso, suara C-
1=29, suara DA-1=31, selisih penambahan suara 2. Bahwa apabila 
dihitung jumlah suara di Formulir C-1 TPS Kelurahan Simarasok, 
Kecamatan Baso, suara persat ... Partai Persatuan Pembangunan 
seharusnya 29, tetapi ditulisnya 31.  

Bahwa selain itu, di TPS 19 kelurahan panam ... Panampuang, 
Kecamatan Ampek Angkek terdapat 12 kertas suara yang mencoblos 
Partai Amanat Nasional dinyatakan tidak sah oleh panwas dan petugas 
TPS. Oleh karena surat suara tersebut sobek karena lipatan dan sobek 
karena kelalaian petugas TPS saat membuka atau mengembangkan 
surat kertas suara. Hal mana yang diperkuat oleh saksi-saksi Delfiadi, 
Romzi, Efrizal, Setrianis. Sehingga kalau dijumlahkan, jumlah suara 
Partai Amanat Nasional yang dikurangkan di Dapil Agam IV, Sumatera 
Barat adalah sebesar 27 suara.  

Bahwa apabila di ... dijumlahkan total sua ... total keseluruhan 
suara untuk Pemohon yang sebenarnya adalah 8.914 untuk suara ... 
untuk di Dapil Agam IV, Sumatera Barat. Adapun perolehan kursi 
Anggota DPRD Dapil Agam IV, Sumatera Barat, dengan menggunakan 
sistem sainte lague menurut Termohon adalah Gerindra=9.183 
mendapat 2 kursi, yaitu kursi Zulhefi, yaitu kursi pertama. Dan Rinal 
Wahyudi, kursi ke-7. PAN=8.887 mendapat kursi kedua, Saflin. 
PKS=8.675 mendapat kursi ke-3, Suharman. Demokrat, jumlah 
suara=7.964 mendapat kursi ke-4, Doddi, S. T. Ke-5, PBB= 3.000 ... 
3.131 mendapat kursi ke-5, Bulqaini. Golkar=3.103 mendapat kursi ke-6, 
Arman J. P. Nasdem=3.040 mendapat kursi ke-8, Ais Bakri. PPP=2.966 
mendapat kursi ke-9, Ridwan Sahili. Sedangkan perolehan kursi anggota 
DPRD Dapil Agam IV, Sumatera Barat dengan menggunakan sistem 
sainte lague menurut Pemohon adalah sebagai berikut. 

 
171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Bisa langsung nama, mungkin, Mbak. 
 



 

27 

172. PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-03/PHPU.DPR.-
DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 

 
  Langsung nama saja, Yang Mulia, ya? 
 
173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya, Gerindra ini. 
 
174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 

Gerindra, Zulhefi kursi pertama dan Rinal Wahyudi, kursi ke-7. 
PAN, Saflin kursi kedua. Rifki Syaiful kursi ke-9. PKS, Suharman kursi ke-
3. Demokrat, Dodi kur ... kursi ke-4. PBB, Bulqaini kursi ke-5. Golkar, 
Arman J. P., kursi ke-6. Nasdem, Ais Bakri kursi ke-8.  

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka yang berhak atas 
kursi ke-9 dari Dapil Agam IV, Sumatera Barat adalah Pemohon, Rifki 
Syaiful dari Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara menurut 
perhitungan sainte lague adalah 1.000 ... 2.971 suara. Lebih tinggi 
daripada suara dari Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh 
suara sebesar=2.964. Petitum. 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

KPT/06/KPU/VI/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.  

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon ... 
untuk pengisian keanggotan DPRD kabupaten/kota di daerah 
pemilihan sebagai berikut. 
Perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional Dapil Agam IV, 
Sumatera Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD, Partai Amanat 
Nasional=8.914, Partai Persatuan Pembangunan=2.964. 
Perolehan suara anggota DPRD menurut pengisian keanggotaan 
DPRD kabupaten/kota. Zulhefi dari Gerindra, kursi pertama. Kursi 
kedua, Saflin dari PAN. Kursi ke-3, Suharman dari PKS. Kursi Ke-4, 
Doddi dari Demokrat. Kursi ke-5, Bulqaini dari PBB. Kursi ke-6, 
Arman Piliang dari Golkar. Kursi ke-7, Ais Bakri dari Nasdem. Kursi 
ke-8, Rinal Wahyudi dari Gerindra. Kursi ke-9, Rifki Syaiful dari PAN  

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 
putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain 
mohon putusan yang seadil-adilnya. 

 Demikian, Yang Mulia. Waalaikumsalam wr.wb. 
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175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Jadi, koreksi dari 
Kepaniteraan ini, dari Hakim juga, Ibu, Kuasa Pemohon belum 
melampirkan kartu advokatnya. Advokat, kan atau tanda pengenal lain. 
Advokat saja, Surat Kuasa.  

 
176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  Di bawah belum ada, Yang Mulia? 
 
177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Di sini belum. Itu ada, tapi Ibu pegang sendiri, ya tak sampai ke 
kami. Baik, nanti dilengkapi saja. 

 
178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  Ya. Nanti saya lengkapi di bawah, Yang Mulia.  
 
179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Ya. Kemudian yang kedua, mengenai kedudukan hukum, Ibu 
hanya menyampaikan tentang Penetapan Nomor Urut Partai, tanpa SK 
Nomor 58, tadi kan Nomor 59 tentang Penetapan Nomor Urut, tapi 
Nomor 58-nya mengenai Penetapan Partai Peserta Pemilu, atau kebalik, 
sebaliknya. Jadi, yang Ibu cantumkan hanya Nomor 59, berkaitan 
dengan tentang Penetapan Nomor Urut, tanpa mencantumkan Nomor 58 
sebagai peserta. Nanti coba di … di … kalau mau dikoreksi juga bisa di 
forum ini, kalau tidak juga nanti diserahkan ke pihak yang mau 
merespons, Termohon dan Pihak Bawaslu, dan Pihak Terkait, kalau ada 
Pihak Terkaitnya. Kemudian mengenai tenggang waktu, 23.40 WIB, 
ditulis Ibu 23.50 WIB, yang benar yang mana ini? Ketika mengajukan? 

 
180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  Di Nomor antri 23.50 WIB, Yang Mulia. 
 
181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Oh, tapi yang … yang 23.40 WIB sampainya atau bagaimana? 
4234 ditulisnya ibu. Kami juga 23.40 WIB. 
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182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 

Boleh direnvoi, Yang Mulia. Yang penting masih memenuhi waktu 
3x24 jam.  

 
183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Nah, itu kami ndak bisa menjawab kalau itu. Ibu firm yang mana? 
Yang 23.40 WIB atau yang 23.50 WIB? 

 
184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  23.40 WIB. 
 
185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  23.40 WIB, ya? Kita renvoi, ya. 
 
186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Baik. Mungkin selebihnya mengenai bukti, Pak Ketua. 
 
187. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Suhartoyo. Mengenai bukti dari … 
dari Bapak dulu, ya? Pak Mardison … Pak Basir, tadi. Ada catatan dari 
kami, dari bukti yang Bapak sampaikan, untuk Bukti P-12 itu tidak cocok, 
Pak, antara yang disebut di daftar dengan bukti fisiknya. Ya, jadi di 
daftar Bapak mengatakan begini bukti fisiknya lain. Untuk P-12, ya. P-12. 
Paham … paham maksud saya? 

 
188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Maaf, Yang Mulia. Keputusan KPU (…) 
 
189. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ndak. Nanti dicek aja ininya (…) 
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190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: MARDISON BASIR 
 
  Terima kasih, Yang Mulia. 
 
191. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Jadi, buktinya Bapak kasih judul apa, bukti fisiknya bukan. Gitu 
loh. Nah, sementara itu Bapak menyampaikan daftar bukti itu sampai 
dengan bukti P-11A, ya? betul? Betul, ya? 

Nah, jadi yang bisa kami sahkan sekarang ini adalah Bukti P-2, P-
3, P-3A, P-4, P-4A, P-7, P-7A, P-8, P-8A, P-9, P-9A, P-10, P-10A, P-11, P-
11, itu yang sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.   

 
 
 

Nah, untuk yang bukti fisik tadi itu mohon di … dicek dengan 
Panitera nanti setelah persidangan ini ya, Pak, ya? ya.  

Kemudian untuk yang Ibu, jadi kami baru tahu kenapa terpisah 
duduknya, rupanya tidak ada rekomendasi. Tapi, bukan itu alasannya, 
ya. Ini Bu, bukti yang Ibu ajukan itu dari Bukti P-4, P-5, P-6, P-7 itu, 
ternyata bukti fisiknya tidak ada. Ada di daftar, tetapi tidak ada bukti 
fisiknya. Ya, tapi setelah diperiksa, itu mungkin yang mungkin, ya, nanti 
makanya perlu diklarifikasi dengan Panitera, jangan-jangan yang Ibu 
maksud itu adalah penjelasan Bukti P-4A, P-4B, dan P-4C, P-4 … P-5A, P-
B, dan seterusnya, tapi Ibu berikan tanda bukti di situ P-4, P-5, P-6, P-7, 
dan begitu. Apakah itu penjelasan itu maksudnya? ataukah memang ini 
bukti tersendri? Itu yang tidak … yang tidak … tidak kami temukan, ya.  

 
192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 

Setahu saya, bukti yang saya berikan ke Mahkamah Konstitusi 
sudah dibunde, dan semuanya sudah komplit, Yang Mulia. 

 
193. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Bukan soal dibundel, tetapi tidak cocok antara yang ininya, antara 
bukti P-4, P-5, P-6, P-7 itu, bukti fisiknya tuh tidak ada. Tetapi, kalau 
dilihat logikanya, itu tampaknya tuh itu menjelaskan … itu penjelasan 
dari Bukti PA-4, P-4B, P-4C, P-5A, dan P-5B dan seterusnya itu. Nah, jadi 
itu kalau untuk menjelaskan itu kan beda lagi statusnya. Bukan sebagai 
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bukti tersendiri, gitu loh maksudnya. Begitu, ya? Nanti disesuaikan di 
belakang ya, Bu, ya setelah persidangan ini, ya. 

 
194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
 
  Nanti saya sesuaikan, Yang Mulia. 
 
195. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Karena ini kan kaitannya nanti ke dalil Ibu, ketika Ibu merujuk 
alat bukti itu, ternyata alat buktinya berbeda dengan yang ini kan … ya, 
itu yang nanti tidak akan sesuai dengan yang didalilkan.  

Nah, selain itu Bukti P-1, P-2, P-3, P-4A, P-4B, P-4C, P-5A, P-5B, 
P-6A, P-6B, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-7E itu telah kami verifikasi dan klir 
tidak ada masalah sehingga bisa kami sahkan. 

 
 
 
  Yang itu ingat, Bu, ya, yang kami sebutkan tadi di belakang.  
 
196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125-12-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: SHANTI DEWI 
  
  Siap, Yang Mulia. 
 
197. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Catatan lain tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak 
Suhartoyo dan Ibu sudah renvoi yang benar 23.40 WIB ketika yang 
berkait dengan uraian tentang tenggang waktu.  

Dengan demikian, permohonan untuk Partai Amanat Nasional dari 
Provinsi Sumatera Barat, baik yang diajukan partai politik maupun yang 
diajukan secara perseorangan ya, itulah kita selesaikan dan kita masuk 
ke permohonan berikutnya dari Partai Berkarya, tapi kelihatannya belum 
datang juga sampai dengan saat ini. Belum, ya? Petugas, belum? Baik. 
Sampai saat ini belum datang dan kami juga belum menerima laporan 
dari panitia maupun petugas perihal kedatangan beliau dan juga tidak 
menerima perihal kedatangan beliau dari Partai Berkarya ini dan sejak 
kemarin juga ada peristiwa yang sama dari partai yang sama tanpa ada 
pemberitahuan, meskipun telah kami panggil secara patut. Nanti 
Mahkamah akan mempertimbangkan tersendiri mengenai soal ini. 

Dengan demikian, maka kita lanjut ke Perkara Nomor 
73/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 
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silakan siapa yang menjadi juru bicara dan untuk ini kami mohon 
berkenaan Yang Mulia Pak Wahid untuk memimpin persidangan.  

 
198. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Baik, silakan.  
 
199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 73/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

kami bacakan ini perbaikan tanggal 30 Mei, pukul 23.34 WIB, Yang Mulia 
perbaikannya. Kemudian, kalau dari tenggang waktu kita masih 
memenuhi tenggang waktu karena kita mendaftarkan itu pertama kali itu 
tanggal 23 Mei pukul 23.31 WIB, Yang Mulia. Untuk tenggang waktunya.  

Kemudian kami lanjut Yang Mulia, izin sebelumnya, Yang Mulia, 
ada beberapa renvoi kalau masih diizinkan. Karena antara buktinya ini 
ada kekeliruan ketik kemarin, makanya kalau masih diperkenankan kita 
mau renvoi. Kalau masih diperkenankan, Yang Mulia.  

 
200. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Kalau salah ketik ... ya (…)  
 
201. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Atau berubah? 
 
202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ya, Yang Mulia? 
 
203. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Salah ketik saja? 
 
204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ya, maksudnya angkanya berubah, Yang Mulia.  
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205. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, ya.  
 
206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Masih diperkenankan atau tidak, Yang Mulia? 
 
207. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Silakan, silakan. Yang halaman berapa? 
 
208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Baik, Yang Mulia. Kami mulai pertama dari halaman 5 itu di 

kolomnya, Yang Mulia, di kolom tabel 1.1.1 itu perolehan suara PDI 
Perjuangan menurut Pemohon itu=86.653, jadi selisihnya menjadi 230.  

 
209. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Bukan 642, ya? 
 
210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Bukan, Yang Mulia. Bukan 86.642 bukan, Yang Mulia. Tapi, 

86.653. Jadi, ada selisih 230.  
 
211. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, ya.  
 
212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian perolehan suara PAN itu awalnya tertulis 258.115 

menjadi 258.104 jadi selisihnya itu 2.903. 
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213. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, akibat pergeseran ini di bawahnya juga bahwa 

mengenai selisih suara di atas terjadi penambahan suara PAN sebanyak 
menjadi ini 2.903. 

 
215. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Bukan 2.669? 
 
216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Bukan, Yang Mulia.  
 
217. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian untuk Kota Padang itu ada penambahan 1 menjadi dari 

1.336 menjadi 1.337. Kemudian, Kabupaten Sijunjung dari 236 menjadi 
237. Kemudian (...) 

 
219. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Sijunjung berapa? 
 
220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Sijunjung itu dari 236 menjadi 237. Kemudian, Kabupaten Tanah 

Datar itu kita lupa kemarin mengetiknya itu 223, Yang Mulia, kan kosong 
di situ, 223 suara. Kemudian, Kabupaten Solok itu 169 menjadi 179. 
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Kemudian, Kabupaten Darmasraya 433 itu berkurang 1 menjadi 432. 
Kemudian, pada angka 2-nya masih di halaman 5, itu terjadi 
pengurangan suara Pemohon sebanyak tertulis 219 disesuaikan dengan 
yang di atas itu menjadi 230, Yang Mulia. Mungkin ... kemudian Kota 
Padang suara Pemohon berkurang tertulis 36 menjadi 41, Yang Mulia. 
Kemudian, Kabupaten Pesisir Selatan suara Pemohon berkurang 
sebanyak 29 itu menjadi 35 suara, Yang Mulia. 

Kemudian, lanjut ke tabel 1.1.2 itu suara PDI Perjuangan menurut 
Pemohon awalnya tertulis 19.940 bertambah 5 suara menjadi 19.945 
atau selisihnya 41, Yang Mulia. Kemudian, suara PAN itu menurut 
Pemohon awalnya tertulis 80.427 menjadi 80.426 atau penambahannya 
yang awalnya 11 ... 1.336 menjadi 1.337 bertambah 1, Yang Mulia.  

  Kemudian masih di halaman 6 itu terjadi penambahan suara PAN 
sebanyak awalnya ini tertulis 1.336 menjadi 1.337. Kemudian lanjut ke 
halaman 7, Yang Mulia. TPS 36 itu tertulis di TPS 36 suara PAN pada 
dokumen C-1 sebanyak=24 suara. Namun, ketika rekap di PPK pada 
dokumen DAA-1 menjadi=76. Ini berkurang menjadi sebetulnya=72, 
Yang Mulia. 76 jadi 72 terjadi penambahan 46 suara. Kemudian, di 
halaman … di halaman 12 itu Kelurahan Balai Gadang itu terjadi 
penambahan=6 suara (…) 

 
221. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Kelurahan? 
 
222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Kelurahan Balai Gadang, Yang Mulia. 
 
223. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Batu Gadang atau Balai Gadang? 
 
224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Balai Gadang. TPS 33 
 
225. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Oh, yang di atas … yang di atas ya, ya, ya. 
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226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Tertulis 6 suara seharusnya 7 suara, Yang Mulia. Halaman 12. 

Kemudian, lanjut lagi ke halaman 14 poin 2 paling atas sekali terjadi 
pengurangan suara Pemohon sebanyak awalnya tertulis 36 menjadi=41. 
41, Yang Mulia ini tertulis 36 menjadi 41. Kemudian, di halaman 16 tabel 
11.3 itu suara Pemohon menurut Pemohon PDIP Perjuangan itu 
memperoleh=8.071, Yang Mulia. Awalnya itu=8.065. Jadi, ada selisihnya 
menjadi dari 29 menjadi 35. Suara PAN tetap, Yang Mulia. Kemudian, di 
halaman … halaman 22 … halaman 22 angka 2 terjadi pengurangan 
suara Pemohon sebanyak disini tertulis 29 menjadi 25 suara, Yang Mulia.  

 
227. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Yang di pesi … Kabupaten Pesisir? 
 
228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Pesisir Selatan. 
 
229. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, Yang Mulia, berikutnya di halaman 24 itu suara PAN itu 

awalnya tertulis 16.182 itu berkurang menjadi 16.181. 
 
231. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Oh, ya. 
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232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, selisihnya menjadi 237, Yang Mulia. Awalnya 236 

menjadi 237. Eh, maaf ini kalau berkurang 235. Maaf, Yang Mulia. 
 
233. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Eh benar, Yang Mulia 237. 
 
235. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  237? 
 
236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, poin 1-nya terjadi penambahan suara PAN sebanyak 

awalnya tertulis 236 menjadi 237, Yang Mulia. Kemudian halam … 
berikutnya di halaman 30 itu angka 1 di tabel 11.6 suara PAN itu 
awalnya menurut Pemohon itu=47.313 itu bertambah menjadi, eh 
berkurang apa … menjadi 47.303, Yang Mulia. Jadi selisihnya itu dari 169 
menjadi 179, Yang Mulia. Kemudian, di angka 1-nya terjadi penambahan 
suara PAN sebanyak 169 itu menjadi 179 di Kabupaten Solok. Kemudian, 
selanjutnya di halaman 31 itu Kelurahan Muaro Paneh itu tertulis TPS 23 
ini salah tulis, Yang Mulia. Seharusnya TPS 31, Yang Mulia. 

 
237. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  TPS 23 menjadi (…) 
 
238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Menjadi TPS 31. 
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239. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Muaro Paneh? 
 
240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Muaro Paneh. Kemudian di atasnya, Yang Mulia. Di atasnya TPS di 

Kelurahan Kinari TPS 3 itu terjadi penambahannya tertulis 20 seharusnya 
30, Yang Mulia. Kemudian, halaman 39 … 33 itu tabel 11 ... 1.1.7 itu 
suara PAN tertulis menurut Pemohon=10.812, menjadi=10.813 atau 
awalnya=433 berkurang menjadi=432. Kemudian, di angka 1-nya masih 
di halaman yang sama terjadi suara … penambahan suara PAN ini 
sebanyak=432, Yang Mulia. Tertulisnya=433. 

 
241. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, di halaman 35 di petitum itu ada kesalahan ketik. Di 

sini 21 bertanggal Mei. Seharusnya bertanggal 21 Mei 2019, Yang Mulia. 
 
243. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Jadi angkanya di depan, Yang Mulia. 
 
245. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
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246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, pada petitumnya suara PDIP Perjuangan itu yang 

benar ada … adalah=86.653. Kemudian suara Partai Amanat 
Nasional=258.108, Yang Mulia. 

 
247. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Dari 115? Dari 258.115 tadinya? 
 
248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Ya, tadinya kalau suara PAN itu tadinya 258.115 menjadi 258.104. 

Suara PDIP Perjuangan tadinya 86.642 menjadi 86.653. 
 
249. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Yang Mulia. Mungkin kami bacakan ringkas saja, Yang Mulia. 

Terima kasih, Yang Mulia. Ini kami mulai dulu dari Kota Padang, Yang 
Mulia. Di halaman … halaman 5 sesuai dengan tabel tadi bahwa terjadi 
penambahan suara PAN sebanyak 2.903 di Dapil Sumatera Barat I yang 
terjadi di 1, Kota Padang sebanyak=1.337, Yang Mulia. 

 
251. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, saya kira bisa … itu kan uraiannya saja, ya? 
 
252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  He eh.  
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253. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Buktinya (…) 
 
255. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Dianggap dibacakan saja, ya.   
 
256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Oke, Yang Mulia. 
 
257. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Buktinya itu P-9 sampai dengan P-57, kemudian P-60 sampai 

dengan P-70, kemudian P-73 sampai dengan P-106, kemudian P-109 
sampai P-118, kemudian P-121 sampai dengan P-147, Yang Mulia, untuk 
Kota Padang. Mengenai penambahan suara PAN.  

Kemudian, terjadi penambahan suara PAN juga, Yang Mulia, di 
Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 495 suara, Yang Mulia, itu buktinya, 
Yang Mulia, bukti P-148 sampai dengan P-153, kemudian P-160 sampai 
dengan P-181 (…) 

 
259. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ini daftar bukti sudah? 
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260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Daftar bukti sudah ada, cuma di permohonan tidak kami 

cantumkan karena buktinya belakangan dapat, Yang Mulia, tidak banyak, 
Yang Mulia. 

 
261. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Kan yang di (…) 
 
262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Yang di situ tidak tercantum, Yang Mulia. 
 
263. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Jadi, disebutkan, kan? Di daftar bukti ada? 
 
264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ada, Yang Mulia. 
 
265. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 

 
  Daftar bukti bahwa daftar bukti ini terus bukti fisik, ada? 
 
266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ada, Yang Mulia. 
 
267. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
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268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ha ah. 
 
269. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Saya kira cukup itu. 
 
270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Saya lanjutkan sedikit lagi, Yang Mulia. 
 
271. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya.  
 
272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Tidak banyak, Yang Mulia, ini, Yang Mulia. 
 
273. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. Silakan! 
 
274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, di Kabupaten Sijunjung, Yang Mulia, itu suara PAN 

bertambah 237 suara itu buktinya, bukti P-269 sampai dengan P-304, 
kemudian P-311 sampai P-325, Yang Mulia. 

 
275. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Sebentar! Jadi, Anda maksudkan ini sebagai renvoi juga di dalam 
permohonan? 
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276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Enggak, Yang Mulia. Hanya menyebutkan saja. 
 
277. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ndak itu maksudnya di dalam permohonan ini yang di mana yang 
dirujuk itu? 

 
278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Enggak, ini saya hanya mencantumkan saja, kalau masih boleh, 

ya kita tambahkan, tapi kalau tidak boleh hanya (…) 
 
279. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ndak, ya … ya. 
 
280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Hanya menyebutkan saja, Yang Mulia karena kan tidak ada 

kesimpulan, jadi kita ingin membantu Mahkamah untuk memudahkan 
untuk pembuktian. Ini ada di bukti P-berapa, Yang Mulia, kalau tidak, ya 
tidak apa-apa, Yang Mulia. Ini me-refer saja. 

 
281. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL 
 

Yang Mulia, apakah kami boleh mengajukan keberatan, Yang 
Mulia? Dari Pihak Terkait, Yang Mulia. 

 
282. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 

 
Gini, nanti itu kan kami yang akan mempertimbangkan, makanya 

kami tanya. 
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283. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL 

 
  Baik, Yang Mulia. 
 
284. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Silakan Anda … Anda reaksi nanti di ininya (…) 
 
285. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MIKO KAMAL 
 
  Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 
 
286. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Di jawaban Pihak Terkaitnya nanti, ya. Jadi, ini … ini belum 
jawab-menjawab, Pak. Nanti dijawab di Pihak Terkait … eh … di 
keterangan Terkait saja, ya. 

 
287. KUASA HUKUM PIHAK TERKAI PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019T: MIKO KAMAL 
 
  Ya. 
 
288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: ALVON K PALMA 
 

Majelis Yang Mulia. Ini sebenarnya cuma me-refresh sama dengan 
yang pertama tadi (…) 

 
289. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Kami paham … kami paham. 
 
290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: ALVON K PALMA 
 

Yang tercantum dan kami … kita cantumkan, gitu. Jadi, apa 
kalkulasinya ada kesalahan, itu makanya kita betulkan di sini, begini juga 
dengan ini di sini bahwa di sini belum tercantum, maka kita cantumkan. 
Itu kira-kira, Majelis. Terima kasih. 
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291. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Tapi ada hak juga bagi Pihak Terkait untuk menanggapi itu. Ya 
makanya kesempatan diberikan kepada Saudara dan nanti juga hak 
diberikan kepada Pihak Terkait untuk ini. Terakhir Mahkamah yang akan 
mempertimbangkan. Gitu ya posisinya, ya? 

 
292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Oke. Kalau misalkan begitu, kita serahkan saja kepada Majelis 

Hakim pada saat ini. Terima kasih. 
 
293. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Ya … ya. 
 
294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Baik, Yang Mulia. Saya tidak lanjutkan, Yang Mulia. Nanti biar 

saja, nanti sudah … karena tadi, Yang Mulia sampaikan sudah tercantum 
di daftar bukti, ya nanti mungkin Mahkamah juga lebih cermat kepada 
kami menilai alat-alat bukti ini, Yang Mulia. Saya hanya melanjutkan 
sedikit saja, Yang Mulia, terkait dengan dalil ini.  

Kemudian, terjadi penambahan suara PAN di Kabupaten Tanah 
Datar sebanyak 223 suara, di Kabupaten Solok sebanyak 179 suara, 
kemudian di Darmasraya itu sebanyak 432 suara, Yang Mulia. Kemudian, 
terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 230 suara di Dapil 
Sumatera Barat I, yang terjadi di Kota Padang sebanyak 41 suara, 
kemudian Pesisir Selatan=35 suara, kemudian Kabupaten Sijunjung=141 
suara, Kabupaten Solok=12 suara, dan Darmasraya berkurang 1 suara, 
Yang Mulia. 

 
295. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya … ya. 
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296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Mungkin nanti lebih lengkapnya tercantum di dalam permohonan 

ini, Yang Mulia. Kami langsung ke petitum, Yang Mulia.  
 
297. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, silakan! 
 
298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Petitum.  
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 

memohon ke Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai 
berikut. 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan 

seterusnya tertanggal 21 Mei 2018 sepanjang Daerah Pemilihan 
Sumatera Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR. 

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk 
pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Barat I 
sebagai berikut. 
PDI Perjuangan sebanyak 86.653 suara. 
Partai Amanat Nasional … Partai Amanat Nasional sebanyak 258.104 
suara.  Ini Poin ke-4, memerintahkan (…) 

 
299. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ini belum direnvoi tadi, Yang Mulia. 
 
301. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya … ya. 
 



 

47 

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Poin ke-4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 

melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, 
Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia. 

 
303. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya. 
 
304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Kemudian, sedikit tambahan, Yang Mulia. Kami membaca ada 

beberapa statement beberapa hari ini, mungkin nanti silakan di cross-
check, Termohon mungkin KPU Kota Padang setelah ini permohonan ini 
kami ajukan di Mahkamah Konstitusi ada beberapa pengakuan dari 
Termohon yang mengatakan terjadi memang Pemohon itu mengakui ada 
kesalahan  

 
305. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 

Keberatan, Yang Mulia. Saya kira itu (...) 
 
306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ini sebagai informasi saja, Yang Mulia. 
 
307. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 

Tidak relevan dengan dalil permohonannya. 
 
308. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Apa yang dibacakan saja yang di dalam (...) 
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309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Ya, baik, Yang Mulia. Itu sekedar informasi saja, Yang Mulia.  
 
310. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

Permohonan yang sudah disampaikan di ... di Mahkamah ya. 
 
311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Terima kasih, Yang Mulia. 
 
312.  HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya ... ya sekedar untuk (...) 
 
313. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia. Kebetulan kami dari 
Termohon untuk Perkara Nomor 73-03-03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019 

 
314. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Sebentar ... sebentar, apa yang mau disampaikan? 
 
315. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 

Terkait dengan perubahan perolehan suara yang tadi disampaikan 
oleh Kuasa Hukum Termohon, kami berpendapat itu keluar (...) 

 
316. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Pak, tadi sudah disampaikan, itu kesempatan nanti Anda untuk 
menjawab itu. 

 
317. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR 
 
  Oke, terima kasih, Yang Mulia. 
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318. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Tapi kita berikan hak dulu kepada yang lain. Anda mempunyai hak 
untuk menanggapi itu nanti, sabar dulu Pak, begitu loh nanti itu 
bagaimana sih. 

 
319. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

Ini beberapa catatan dari Kepaniteraan, ini Pemohon belum 
menyerahkan surat kuasa asli bermaterai untuk Sumatera Barat karena 
masih merujuk kepada surat kuasa yang di Provinsi Kepulauan Riau ya ... 
ya. Ya nanti dicek saja, ya. 

 
320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Ya, Yang Mulia karena kami satu kuasa untuk seluruh perkara, 

Yang Mulia. 
 
321. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya ... ya. 
 
322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Itu, Yang Mulia. 
 
323. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 
  Ya, selanjutnya untuk alat bukti kepada Pak Ketua. 
 
324. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya, terima kasih. Jadi soal ada berita itu tidak usahlah 
disampaikan kepada kami yang sebagainya, ya. Berita kepada kawan itu 
bisa datang dari mana-mana, kan? Dan tentang hal apa saja itu, tapi 
nanti itu bukan itu yang menyebabkan Mahkamah untuk memutus, 
tetapi nanti kan kalau memang berita itu benar atau tidak benar, itu 
akan tampak dari jawaban Termohon atau dari tanggapan Pihak Terkait, 
nanti proses selanjutnya yang akan me ... me ... yang akan kita 
pertimbangkan terkait dengan itu. Jadi, kami bukan tidak tahu, kami 
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juga tahu kan ada berita-berita seperti itu apalagi dunia sekarang begini 
terbuka. 

Baiklah itu sekedar anu lagi ... apa sekadar komentar agar Bapak 
dan Ibu pada sabar untuk menanti gilirannya dan kesempatan yang 
diberikan, dan tolong juga nanti lalu lintas percakapan melalui sini. Ingat 
ini persidangan dengan Mahkamah, jangan langsung-langsung begitu. 
Kalau langsung-langsung begitu debat kusir namanya, kusirnya 
berdebat, nanti kudanya jalannya kemana begitu loh, itu yang namanya 
debat kusir, kan. 

Baik, yang berkait dengan alat bukti saya ingin menyampaikan 
ada beberapa catatan di sini Saudara Pemohon. Anda menyampaikan 
pertama saya mau cross ... cross-check dulu sekaligus konfirmasi. Anda 
menyampaikan bukti di sini dari P-1 sampai dengan P-419, benar, ya? 

 
325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Benar, Yang Mulia. 
 
326. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Benar ya, jangan berubah lagi. Ya, terus P-90 (...) 
 
327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  190 (...) 
 
328. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

P-190 ... ndak sebentar dulu, jangan disambung. P-190 dan P-260 
itu bukti fisiknya tidak ada, tapi pada saat ... ini informasi dari Panitera 
pada saat diverifikasi Anda menyatakan bahwa bukti itu didrop, ya. Siapa 
yang hadir dari Kuasa Hukum pada waktu itu? 

 
329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
Baik, saya ingin tanggapi sedikit Yang Mulia. Kemarin memang 

kita belum dapat buktinya, jadi kemarin kita sepakati kalau tidak ada 
buktinya, ya sudah kita tinggal, begitu maksudnya, Yang Mulia. 
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330. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Oh, begitu?  
 
331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 
 

Jadi, kan sampai dengan hari ini karena kita tidak dapat bukti itu 
ya, kita lewatkan saja, Yang Mulia. 

 
332. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Baik ... baik. 
 
333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  Itu maksudnya, Yang Mulia. 
 
334. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Jadi ... jadi, ini kan supaya ini. Terus bukti P- 231 itu belum ada 
legesnya yang asli, nanti dicek ya. P-231, makanya catat dulu, jangan 
dibiarkan cuma Si Boy bikin catatan, ya, Anda bikin catatan juga nanti. 

 
335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-03-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: TANDA PERDAMAIAN 
NASUTION 

 
  31 ya? 
 
336. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

P-231 betul. Itu belum ada leges. P-396 berupa C-1 itu ternyata 
dari hasil cetak foto ... 231 tadi yang ... Bapak catat dulu ya, nanti kalau 
di belakang dicocokkan, jangan di sini berdiskusinya. P-396 berupa bukti 
C-1 itu ternyata hasil dari cetak foto, itu nanti di ... itu lain kekuatan 
pembuktiannya kalau itu ya, nanti dicek di belakang dengan Panitera 
atau Panitera Pengganti. 

Kemudian, P-124 itu pa ... pada bukti fisik tidak terdapat informasi 
mengenai nomor TPS-nya, jadi nanti tolong di bela ... di belakang sebab 
ini kan memudahkan kami untuk memeriksa ya. Nah, ini ada beberapa 
perbedaan antara yang tercatat dalam daftar bukti dengan yang fisiknya. 
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Di bagian nama desa atau kelurahannya itu, catat ya P-310, P-316, P-
317, P-357, P-358, P-372, P-375, P-392, P-393, P-414, itu yang terdapat 
ketidakcocokan antara daftar ... sebutan dalam di daftar bukti dengan 
fisik pada bagian nama desa atau kelurahannya. Jadi, nanti khawatir 
kalau ini dipertahankan, kan Anda merujuk pada desa yang salah nanti, 
nanti desanya yang keberatan nanti ya. Kemudian, ini ya, ini yang di ... 
tadi yang disebutkan itu, yang P-310 itu nanti sudah ada catatannya di 
... di belakang. Silakan diinikan dengan ... dengan Panitera. Selain bukti-
bukti yang dalam “bermasalah” tadi itu sudah kami verifikasi dan kami 
nyatakan sah. 

 
   

Jadi, Anda nanti di belakang ya, Pak Saudara Kuasa Pemohon, ya. 
Dan jangan lupa itu bukti kartu tanda anggota advokatnya disertakan, 
itu karena berkait dengan penggunaan toga Anda itu di situ dan dengan 
kedudukan Anda di kursi itu, gitu ya.  

Ya, terima kasih. Dengan demikian untuk yang Provinsi Sumatera 
Barat tinggal Partai Demokrat, silakan Partai Demokrat! Siapa yang akan 
menyampaikan permohonan ini? 

 
337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Assalamualaikum wr. wb. Kami ... permohonan kami adalah 
mengenai pembatalan putusan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/VI/2019 Tahun 2019 
mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. 

 
338. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

 Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk memimpin. 
Silakan teruskan Pak! 

 
339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Kedudukan hukum juga kami anggap dibacakan. Kemudian 
mengenai tenggang waktu juga kami anggap dibacakan. Kemudian 
mengenai pokok permohonan, di dalam pokok permohonan ini, kami 
menyampaikan pengajuan atas nama Nasrulman Affandi, Dapil III 
Sijunjung, Yang Mulia. Tapi sebelum kami menyampaikan pokok 
permohonannya, kami mohon izin untuk menyampaikan sedikit renvoi. 

 
 
 

KETUK PALU 1X 
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340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Renvoi sambil dibaca saja. 
 
341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Biar tidak mengulang-ulang. Sambil dibacakan permohonannya, 
mana yang direnvoi nanti disebutkan. 

 
343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Siap, Yang Mulia. 
 
344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Paham, ya? 
 
345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Siap. 
 
346. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oke. 
 
347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Pokok permohonan kami adalah bahwa menurut Pemohon ... 
menurut Termohon, suara Partai Demokrat=2.165. Kemudian, suara 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=2.181. Terdapat 16 suara. 

 
348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  16 apa maksudnya? Selisih atau kelebihan? 
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349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
  Terdapat selisih suara, Yang Mulia. 
 
350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Baik. 
 
351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Dari jum ... penjumlahan tersebut. 
 
352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. ini untuk ... untuk Desa Sijunjung, ya? 
 
353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oke. 
 
355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Jadi, kursi terakhir itu didapat oleh Partai Demokrasi Indonesia, 
Yang Mulia. 

 
356. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Menurut Pemohon, Yang Mulia. Ada temuan-temuan 
penggelembungan suara sehingga menurut Pemohon ... Pemohonlah 
yang mendapat kursi kedua itu, Yang Mulia. 
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358. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Temuan-temuan itu ada di 4 TPS, Yang Mulia. Cuma memang 
kemarin itu ada tertinggal 1 TPS, Yang Mulia, belum kami masukkan (...)  

 
360. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya, sudah enggak usah dimasukkan orangnya. 
 
361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Makanya di sini kami izin dimasukkan, begitu, Yang Mulia. Itu di 
TPS 07.  

 
362. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Tapi nanti kalau Pihak Termohon keberatan, jangan kecil hati, ya? 
 
363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Siap, Yang Mulia. 
 
364. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
   TPS berapa? 
 
365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  TPS 07 Nagari Kunpar ... Kunang 
 
366. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Nagari? 
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367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
  Kunpar ... Kunang. 
 
368. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ini maksudnya mau masukkan di ... dimasukkan di tabel ini, kan? 
 
369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
370. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Nagari Kunpat? 
 
371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Kunpar. Kunangan Parit Rantang, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. 
Jadi, menurut DB-1 itu 123 suara. 

 
372. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  100? 
 
373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  123 suara. 
 
374. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  123 suara? 
 
375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya. Namun (...)  
 
376. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Di C-1 nya? 
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377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Di C-1 nya=115 suara. Jadi, ada selisih 8 suara, Yang Mulia. 
 
378. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  8. Jadi, akumulasinya berapa? 
 
379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Jadi, akumulasinya 34 suara, Yang Mulia. 
 
380. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  34, oke. Ini yang mau direnvoi, kan? 
 
381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya betul, Yang Mulia. 
 
382. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oke, lanjutkan! 
 
383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Jadi (…) 
 
384. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Jadi, ini jadi catatan untuk KPU dan yang lain.  
 
385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Betul, Yang Mulia. 
 
386. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Silakan! 
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387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Jadi, seandainya itu yang kami sampaikan tadi itu benar, maka 
seharusnya Partai Demokrasi Indonesia dapat suara=2.147 suara. 

 
388. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Sebentar. Demokrat, ya? Atau PDIP? 
 
389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  PDIP, Yang Mulia. 
 
390. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ini di atas petitum ini, kan maksudnya? 
 
391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya betul, Yang Mulia. 
 
392. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  2000? 
 
393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

2.147 suara. 
 
394. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

2.147. Jadi, berkurang 8? 
 
395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
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396. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Kemudian, Partai Demokrat? 
 
397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Demokrat=2.165 suara. 
 
398. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  2.100? 
 
399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  2.165 suara. 
 
400. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

2.165? 
 
401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya tetap, Yang Mulia. 
 
402. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Oh, untuk apa Anda memperjuangkan adanya penambahan itu 
kalau Demokrat akhirnya mene ... anu tetap? 

 
403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Jadi ... jadi yang berkurang itu PDIP, Yang Mulia. 
 
404. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Suara kami tetap=2.165. 
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406. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Dengan demikian sudah berpengaruh bagi Anda ini? 
 
407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
 Dengan demikian, yang dapat kursi kedua kami, Yang Mulia.  
 
408. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Oh. Karena 2.147 mas … meskipun masih tetap di bawahnya 
Demokrat. Ya, kan? 2.165 tetap, kan? 

 
409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

  Ya. 
 
410. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Suara Demokrat, PDIP berkurang 2.147, jadinya? 
 
411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
412. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Yang awalnya 2.155? 
 
413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
414. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Masih di bawahnya Demokrat juga. Ya, itu urusan Andalah. Baca 
petitumnya.  
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415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
  Ya, berdasarkan itu, kami menyampaikan petitum.  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon. 
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU.  
Jadi, ini kami renvoi juga sedikit, Yang Mulia. 

 
416. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. 
 
417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Di sini penghitungan suara ulang, Yang Mulia. 
 
418. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Penghitungan suara ulang? 
 
419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Ya. Di T … penghitungan, Yang Mulia. Bukan pemungutan, Yang 
Mulia. 

 
420. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Penghitungan surat suara ulang, kan maksudnya? 
 
421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya. 
 
422. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya? Benar, ndak Saudara KPU dari Termohon itu istilahnya PSSU, 
ya? Penghitungan surat suara ulang, ya? 
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423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
  Ya. 
 
424. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Sebab kalau 2 ini disingkat jadi PSU juga itu, Pak.  
 
425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya. 
 
426. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Pemungutan suara … surat suara ulang, ya? 
 
427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Penghitungan suara ulang, Yang Mulia.  
 
428. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
  Penghitungan? 
 
429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Penghitungan surat suara ulang, Yang Mulia.  
 
430. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya, oke. Untuk TPS?  
 
431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Untuk keempat TPS yang kami sampaikan itu, Yang Mulia.  
 
432. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
  

TPS 25 Kamang, 11 Muaro Takung, 4 sungai … TPS 4 Sungai 
Lansek, yang satu tadi apa? Yang namanya bagus tadi, TPS berapa? 
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433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  TPS 7 Nagari Kunpar, Kunangan Parit Lantang, Yang Mulia. 
 
434. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Kunangan Parit … Parit Lantang ini. Ya, kalau Pak Alvon orang 
sana hafal dia. Oke, itu saja? 

 
435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Ya. Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat 
lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  

 
436. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oke. 
 
437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 
438. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Terima kasih. Jadi, catatan dari kami, Bapak, untuk bukti SK KPU 
belum di … disertakan kopiannya. 

 
439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Siap, Yang Mulia. 
 
440. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 Kemudian … kemudian, tentang penegasan Partai Demokrat 
sebagai peserta pemilu pada urutan berapa dan pengakuan dari KPU 
sebagai peserta pemilunya juga belum disebutkan, atau mungkin kalau 
ada kopinya nanti serahkan. Kalau Anda mau merenvoikan forumnya 
juga sudah ndak tepat. Tapi kalau kemudian Anda bisa menyandingkan 
ada bukti itu, nanti kalau perkara Anda ini sampai pada forum 
pembuktian kan bisa disampaikan ke Mahkamah. 
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441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Siap, Yang Mulia. 
 
442. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Kemudian petitum, ya, petitumnya tidak menyebutkan SK SKPU 
yang 8 … 987, ya? Itu tadi. Oke, Surat Kuasa, kemudian Surat Kuasa 
yang asli bermaterai Pemohon belum menyerahkan. Malah ini yang 
dirujuk adalah yang Provinsi Aceh. Coba nanti koordinasi dengan bagian 
Kepaniteraan, ya? 

 
443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya, Yang Mulia. 
 
444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Ya, kemudian ada Pemohon yang belum bertanda tangan. Banyak 
ini, dari berapa belas, cuma 3. Jangan-jangan Anda pun belum teken ini? 

 
445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Sudah, Yang Mulia. 
 
446. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Siapa Bapak namanya? 
 
447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Yandri Sudarso, Yang Mulia. 
 
448. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oh, ya. Nomor 2, ya? 
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449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-
03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 

 
  Ya, Yang Mulia. 
 
450. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Oke. Kalau Ibu, sebelahnya? 
 
451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI 
 
  Ya, saya Agatha. 
 
452. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Belum tanda tangan? 
 
453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI 
 
  Ya. 
 
454. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Nomor berapa, ya, Ibu ya? 
 
455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI 
  
  49.  
 
456. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Nanti tanda tangan ya, Bu, ya ke Kepaniteraan supaya … kecuali 
besok tidak ingin hadir. Tetapi kalau tetap mau hadir, supaya. Kemudian 
kartu advokat. Sudah punya advokat … kartu advokatnya? 

 
457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: AGATHA A. LIDYAWATI 
 
  Sudah dilampirkan dari awal, Yang Mulia. 
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458. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

Ya, tapi di permohonan mana? Kan banyak permohonannya ini, 
Ibu. Mungkin (…) 

 
459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

Ya, jadi belum semuanya, Yang Mulia. Jadi kami lagi 
mengumpulkan, Yang Mulia.  

 
460. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Setiap permohonan mestinya dilampirkan. 
 
461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 

  Ya. Yang Mulia. 
 
462. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. Nanti kordinasi dengan Kepaniteraan ya, Bapak sama Ibu. 
 
463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 51-14-

03/PHPU.DPR.-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO 
 
  Ya. Yang Mulia.  
 
464. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 

 Baik, selebihnya ini tentang bukti, mungkin Pak Ketua. Terima 
kasih. 

 
465. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya, untuk alat bukti, Anda cuma mengajukan bukti P-1 sampai 
dengan P-4, betul? 

 
466. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
  Ya. Yang Mulia. 
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467. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Tidak ada persoalan, sudah kami verifikasi, dan dibantu teman-
teman Panitera tidak ada persoalan. Dengan demikian dinyatakan sah. 

 
   
 

Kemudian Ibu dan Bapak dengan demikian, maka untuk 
gelombang pertama persidangan pagi hari ini sudah selesai untuk 
Provinsi Sumatera Barat. Kami ndak menegaskan sekali lagi, karena ini 
sidang terbuka untuk umum. Bahwa Partai Berkarya sampai dengan 
persidangan untuk Sumatera Barat ini selesai tetap tidak hadir dan tidak 
ada keterangan, meskipun sudah kami panggil secara patut. Dengan 
demikian nanti Mahkamah akan mempertimbangkan tersendiri mengenai 
keadaan ini. Demikian. Ada yang mau disampaikan oleh Termohon tadi 
apa itu? Ndak? Oh, tidak? 

 
468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182-04-

23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN 
 
  Mohon izin, Yang Mulia. 
 
469. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Dari? 
 
470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182-04-

23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN 
 
  Dari Partai Golkar, Yang Mulia.  
 
471. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 
  Partai Golkar, kenapa? 
 
472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182-04-

23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN 
 

Katanya dimajui ... sidang untuk Perkara 182-04-23/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Kalimantan Timur dimajukan ke pukul 08.00 WIB di 
sini, Yang Mulia? 
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473. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Bukan, belum. Setelah ini, Bapak sabar dulu. Karena yang lain 
juga belum datang, Pak. Jadi, kereta Bapak belum tiba, ya. 

 
474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182-04-

23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN 
 
  Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.  
 
475. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Baik. Nanti sabar. Terima kasih, sudah anu. Ya, ini mungkin 
kesalahan petugas disuruh masuk saja itu mungkin karena nanti ... 
padahal ini kami belum menutup untuk periode pertama ini, nanti 
setelah ini baru Bapak. Kami akan istriharat dulu sebentar menunggu 
Pemohon yang lain. Begitu, Pak, ya? 

 
476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182-04-

23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN 
 
  Baik, Yang Mulia. Berarti saya tunggu di luar Yang Mulia? 
 
477. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Boleh. Mau di dalam juga boleh, Pak. Ini kalau ndak mau di luar 
... lebih nyaman di luar silakan, di luar. Kami akan break dulu 10 menit, 
ya.  

 
478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 182-04-

23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD SUHERMAN 
 
  Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
 
479. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA 
 

Ya, nanti Bapak mau ke toilet minta izin juga sama kami nanti, ya, 
belum ini.  

Ya, baik. Nanti untuk persidangan selanjutnya untuk perkara ini, 
ya, untuk yang periode pertama ini. Mohon dicatat, untuk pemeriksaan 
persidangan itu nanti akan kami selenggarakan ... persidangan akan 
diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Juli, 17 Juli, pukul 08.00 WIB. Sekali 
lagi, Rabu, 17 Juli 2019, pukul 08.00 WIB dengan agenda pemeriksaan 
persidangan, yaitu isinya adalah mendengar jawaban Termohon, 
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mendengar keterangan Pihak Terkait, dan/atau keterangan Bawaslu 
serta mengesahkan alat-alat bukti dari mereka-mereka itu.  

Nah, sementara itu kami juga sekaligus sampaikan kepada 
Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Bawaslu untuk perbaikan jawaban 
Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu harus 
sudah kami terima paling lambat hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 
12.00 WIB, ya? Sekali lagi, hari Senin, 15 Juli 2019, pukul 12.00 WIB. 

Demikian ... oh, ya, dan pemberitahuan tadi itu sekaligus juga 
berlaku sebagai panggilan sidang, panggilan resmi dari kami. Jadi, nanti 
ada atau tidak panggilan lagi dari Mahkamah pemberitahuan tadi 
sekaligus berlaku sebagai panggilan sidang. Demikian, ya. 

Dengan demikian, maka sidang untuk gelombang pertama ini 
kami nyatakan ditutup. 
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